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Abstak: Di Indonesia perjalanan demokrasi sudah banyak mengalami kemajuan dan kepercayaan
rakyat pada elit politik menjadikan proses rekrutmen mengarah pada demokrasi langsung, termasuk
pemilihan kepala daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung merupakan fenomena
kenegaraan baru di Indonesia dengan sistem pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak
sehingga segala hal yang melandasinya perlu dibahas dengan seksama. Dalam hal ini kita perlu
memperhatikan hubungan negara dan rakyat dalam bingkai demokrasi lokal, asas desentralisasi dan
partisipasi politik masyarakat. Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang ikut dalam
pel aksanaan pestademokrasi padatahun 2020. Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap
penyel enggaraan mengacu kepada PK PU Nomor 6 Tahun 2020, dirubah dengan PK PU Nomor 10 Tahun
2020 dan Perubahan K edua PK PU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pel aksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali K ota dan Wakil Wali K ota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Alam Covid-19. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9
Desember 2020 secaraserentak di seluruh Kecamatan di K abupaten Sintang, Partisipasi politik masyarakat
dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang sebesar 82,75% dari jumlah pemilih. Faktor-Faktor
yang mempengaruhi partisipas politik masyarakat adalah perangsang politik, karakteristik pribadi,
karekteristik sosial dan keadaan politik.

KataKunci : Partisipasi Politik, Pemungutan Suara, Pemilihan

Pemilihan Umum merupakan salah satu lemah, sementarasecarafaktual, rakyat sebenamya
sarana demokrasi, dimana demokrasi menjadi hidup di ruang yang sangat terbuka. Persoalan
sarana pula untuk menyejahterakan masyarakat.  mendasar adalah rakyat hidup di tengah
Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi  demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca
terbaik di dunia pasca reformasi 1998. Hal itu lengsernyarezim orde baru yang kemudian diiring
diakaui dunia karena pelaksanaan pemilu di oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, akan
Indonesi_a berlangsung dengan ~aman dan tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dan
demokratis, tanpa ada kendala berarti. sikap dalam berdemokrasi. K ebebasan berpolitik,
tidak ditopang oleh rasionalitas, daya kritis, dan
kemandirian berpikir dan bersikap. Padahal nilai
utama yang diusung oleh demokrasi adalah
terbukanyaruang-ruang politik rasional dalamdiri
setiap rakyat. K ebebasan yang tidak didasari oleh

Salah satuindikator matangnyademokrasi
suatu bangsa adal ah tingginyatingkat partisipas
politik masyarakatnya. Dalam konteks ini
partisipasi yang diinginkan adalah proses
transformasi kepentingan publik dalam ranah . . o . 2
struktur politik, dipilih dan memilih sesungguhnya ~ resionalitas politik akhir-akhir ini sangat nampak
merupakan posisi yang sama, yakni berpartisipas da'?‘m upaya penguatan kekL_Jasaan_ pada aras
dalam duniapolitik. K etikamasyarakat aktif dalam politik lokal. Peluang konflik politik dalam

ranah politik, merekamengatakan inilah bagiandari ~ PErebutan kekuasaan akan meningkat seiring
partisipasi dalam sistem politik. ditetapkannya mekanisme Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) secara langsung serentak. Di

Agenda ke depan bangsa ini tidak bisa tengah belum menguatnyakesadaran poitik di level

lepas dari upaya penguatan, partisipasi dan grass root, maka momentum Pilkada menjadi

kemandirian rakyat lewat proses-proses yang  pertarungan politik yang selalu membuka ruang

demokratik. Catatanini penting mengingat karakter ~ potensi konflik, manipulasi, money politics, dan
dan kamampuan berdemokrasi rakyat mashsangat ~ intimidasi.
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Sistem pemilu kepala daerah secara
langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem
yang berlaku sebelumnya. Pilkada langsung
memiliki kapasitas yang memadai untuk
memperluas partisipasi politik masyarakat.
Sehinggamasyarakat daerah memiliki kesempatan
memilih secara bebas pemimpinya tanpa suatu
tekanan atau intimidasi, floating mass (masa
mengambang), kekerasan politik, maupun
penekanan jaur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada
merupakan momentum yang cukup tepat munculnya
berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi
faktor dominan dalam melakukan tindakan atau
perilaku politiknya

Bangsa Indonesia sejak maret 2020
dihadapkan dengan kondisi Bencana Alam Non
Alam Carona Virus Disease 2019 (COVID 19),
yang mengharuskan penyelenggara pemilu
melakukan perubahan dan penyesuaian regulasi
berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah yaitu peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020, dirubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020
dan dirubah kembali dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi BencanaNon Alam Corona Virus
Disease 2019 (COVID 19). Kondisi ini bisa
menyebabkan partisipasi politik masyarakat dalam
pemilihan kepala daerah mengalami penurunan,
yang berarti tingkat Gol put mengalami peningkatan.

Hal tersebut merupakan salah satu
tantangan dalam pemilu yaitu kecenderungan
maraknya praktek politik uang (money politics)
yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan
pemilihan umum. Ari Dwipayana (2009)
menyebutkan bahwa politik uang adal ah salah satu
faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi.
Sedangkan Wahyudi Kumotomo (2009)
menyatakan bahwa seti ap orang tahu bahwa kasus-
kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam
pemilu setelah reformasi. K endati pun semuacalon
jikaditanyaakan selalu mengatakan bahwamereka
tidak terlibat dalam politik uang, wargaakan segera
bisa menunjuk bagaimana para calon itu
menggunakan uang untuk “membeli suara” di
daerah pemilihan mereka. Menurut Daniel
Dhakidae (2011) politik uang ini merupakan mata
rantai dari terbentuknyakartel politik. Demokrasi
perwakilan yang mengandalkan votes (suara)
dengan mudah diubah menjadi sebuah komoditas,
yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan

dibeli saat belum diperoleh. Dibeli waktu
pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual
pula dengan segalateknik.

Dalam konteks penguatan demokratisasi,
pilkada langsung sebenarnya berpeluang untuk
melakukan pematangan dan penyadaran
berdemokrasi. Rakyat yang memiliki kesadaran
berdemokrasi adal ah langkah awal dalam menuju
lajur demokrasi yang benar. Sebagaimana
disampaikan Murray Print (1999), pembentukan
warganegarayang memiliki keadaban demokratis
dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan
secara efektif hanya melalui pendidikan
kewarganegaraan (civic education). Aktualisas dan
civic education sebenarnyaterletak kepadatingkat
partipasi poitik rakyat di setiap momentum politik
seperti pemilu. Partisipasi politik yang lemah
berakibat pada sebuah realitas politik yang kini
menggejala di permukam dan terkait dengan, era
otonomi daerah yaitu terjadinyakesenjangan politik
antaramasyarakat sipil denganlembaga kekuasaan
lokal, di mana aktor pelaksana kekuasaan lokal
(baik unsur birokrasi maupun legislatif) sering
melakukan langkah pengambilan dan pel aksanaan
kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspiras
kolektif masyarakat sipil. Lembaga kekuasaan
politik lokal yang sebagian besar didominasi
kalangan partai politik peraih suara Pemilu yang
lalu seringkali tidak mampu menjalankan fungsi
keterwakilan politik dan kurang optimal dalam
peran sebagai pelayan aspirasi publik.

Partisipasi politik rakyat adalah
keterlibatan rakyat secara perseorangan (privat
citizen) untuk mengerti, menyadari, mengkaji,
memelobi dan memprotes suatu kebijakan yang
ditelurkan oleh pemerntah dengan tujuan
mempengaruhi kebijakan agar aspirasi terhadap
kepentingan mereka. Dari ilustrasi di atas,
partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai
keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara
sempit-hubungan Negara dan masyarakat (dalam
bingkai governance)-dan juga politik secaraluas-
semuabentuk keterlibatan masyarakat dalam proses
berhimpun untuk mempengaruhi ataupun
melakukan perubahan terbadap keputusan yang
diambil partisipasi palitik rakyat sebetulnyaadalah
tema sentral dan proses demokratisasi Dalam
kerangkainilah masyarakat bisaberperan sebagai
subyek dalam menentukan arah masa depan
society-nya.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu
aspek penting demokrasi. Partisipasi pemilih
merupakan taraf partisipasi politik warga
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masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik
yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat
langsung maupun yang bersifat tidak langsung guna
mempengaruhi kebijakan pemerintah partisipasi
politik sebagai By political participation we mean
activity by private citizens designed to influence
government decision-making. Participation may
be individual or collective, organized or
spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or
violent, legal or illegal, effective or ineffective.

Partisipasi politik dapat dibedakan dalam
dua hal. Pertama, partisipasi dalam warga
masyarat dalam keadaan sadar dalam hal untuk
memperjuangkan hak otonom masyarakat yang
tanpadidorong ol eh kekuataan diluar diri individu
atau partisipas politik tidak berdasarkan mobilisas
yang dilakoni baik oleh aktor maupun pemerintah.
Kedua, partisipasi politik yang dimobilisasi atau
digerakan oleh aktor-aktor politik, sehingganya
partisipasi politik lebih bersifat semu bukan
berpartisipasi dalam keadaan sadar.

Keputusan politik menyangkut dan
mempengaruhi kehidupan wargamasyarakat maka
warga masyarakat berhak mempengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Maka
partisipasi berarti keikutsertaan warganegarabiasa
atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam
mempengaruhi proses pembuatan dan pel aksanaan
keputusan politik.

Partisipas politik yang meluas merupakan
ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi
politik telah digunakan dalam berbagai pengertian
yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan perseps
yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi
politik. Di Indonesia perdebatan tentang partisipas
politik hanyaterbatas pada angkatingkat partisipas
masyarakat dalam setiap pemilihan umum.
Sebelumreformas bergulir, angkaitu selalu berada
padakisaran 90 persen, makadengan mudah orang
akan menyebut bahwa partisipasi politik
masyarakat tinggi. Tapi sebetulnyabukanitu, atau
tepatnya bukan satu-satunya ukuran tentang
tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum. Yang | ebih penting adal ah adanya
jaminan dan mekanisme yang baku, dan
comfortable bagi semua rakyat untuk dapat
menyal urkan pikiran-pikirannya kedalam sebuah
institus formal. Satu peran rakyat yang amat penting
adalah melakukan social control terhadap
pemerintah, maupuninstitusi-insitusi lain seperta
DPR ataupun peradilan. Secarakasat matamungkin
bisa kita mengatakan bahwa partisipasi politik
masyarakat akhir-akhir ini meningkat. Intensitas

demo yang makin marak, interaktif TV dan radio
yang makin mendominasi program-program massa,
serta meningkatnya keterlibatan publik dalam
perdebatan tentang satu wacana tertentu.

Hubungan antara pemerintahan (state)
dengan warganegaralrakyat (society) selalu berada
dalam bingkai interaksi politik diantarakeduanya
dalam wujud organisasi negara. Hubungan state
and society ini dapat tergambarkan dalamiconyang
diberi label demokrasi. Sejak lama, sebagai
gambaran besar, demokrasi menjadi cara terbaik
dalam perkembangan organisasi hegara modern.
Demokrasi yang dimaksud merupakan instrumen
universal, namun juga memiliki karakteristik
ideografis dalam hal-hal tertentu. Misalnya kita
akan menemukan adanya demokrasi liberalis,
demokrasi sosialis dan bahkan demokrasi
Pancasila. Sementaradalam hirarkhi suatu negara
jangkauan pengaruh, kita bisa merujuk pada dua
jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi
dalamlingkup negaradan demokrasi lokal. Tulisan
ini bermaksud mendeskripsikan demokrasi dalam
tataran lokal pada ranah ideografis Indonesia
dengan memfokuskan diri pada fenomena
pemilihan kepala daerah secara langsung di
Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Desentralisasi merupakan sal ah satu asas
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
bertujuan untuk sharing power dalam
penyel enggaraan pemerintahan yang dekat dengan
rakyatnya. Sementara itu, Cornelis Lay (2003)
menyatakan bahwa dengan desentralisasi
pengaturan politik dan pemerintahan yang stabil
dapat dilakukan. Dengan desentralisasi dapat
diakomodasi sharing of power, sharing of revenue,
dan penguatan lokalitas, selain pengakuan dan
penghormatan terhadap i dentitas daerah. Berkaitan
dengan sharing of power maka pemberian
desentralisasi secara devolusi menjadi penting.
Apalagi dalam era reformasi ini yang akan
memunculkan pemilu lokal bagi elit ekesekutif
secara langsung tentunya akan terjadi penguatan
dalam sistem pemerintahan daerah.

Desentralisasi merupakan bentuk
hubungan antarapemerintah pusat dan pemerintahan
daerah yang pada umumnya memiliki dua bentuk
yaitu: Devolusi dan dekonsentrasi. Dalam
ideografis Indonesia kita pernah mengenal asas
tugas pembantuan atau medebewind sebagai bagian
dari desentralisasi. Berdasarkan ranah politik
pemerintahan maka desentralisasi yang berkaitan
dengan otonomi penyel engaraan pemerintahan di
daerah adalah devolusi. Sementara dekonsentrasi
masih merupakan kepanjangan tangan kebijakan
pusat di daerah.
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Berdasarkan asas desentralisasi hubungan
rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam
koridor demokrasi daerah. Pelibatan pemerintahan
daerah dalam mengurus kewenangannyamerupakan
kel el euasaan yang bertuj uan untuk pengembangkan
demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang
pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan
rakyat di wilayah kerja daerahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Partisipasi Politik
Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020
Dalam Kondisi BencanaNon Alam CaronaVirus
Disease 2019 (COVID 19) menggunakan rancangan
penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif
mengarah pada metode penelitian deskriptif,
dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata,
gambar, dan angka. Pendekatan kualitatif diarahkan
padalatar danindividu secarautuh, dan mempunyai
prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti memakai penelitian kualitatif,
menggunakan manusiasebagai alat pengumpulan
data utama. Pada waktu pengumpulan data
kehadiran peneliti di |apangan sangat penting dalam
menunjang pengumpulan datayang valid. Penelitian
dilakukan di Kabupaten Sintang Provinsi
Kalimantan Barat, Sumber data dalam penelitian
ini adalah Anggota KPUD, Anggota tim sukses,
Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan
Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ial ah kata-kata dan tindakan, sel ebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain yaitu sember data primer dan sumber data
sekunder. Analisa data dilakukan oleh peneliti
sepanjang penelitian dapat dilakukan oleh peneliti
sepanjang penelitian dilakukan secara terus
menerusdari awal sampai akhir penelitian. Dalam
proses analisadata peneliti menggunakan langkah-
langkah : (1) reduksi data (data reduction), (2)
penyajian data (display data), dan (3) kesimpulan
(conclution drawing verification).

Penelitian kualitatif dianggap | ebih sesuai
untuk memperoleh gambaran dan informasi
mengenai persepsi, sikap serta pengalaman
penyelenggara pemilu dalam memahami isu-isu
yang berkaitan dengan partisipasi politik
masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan
suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.
Dalam hal ini, melalui pendekatan kualitatif
diharapkan informasi yang lebih luas dan detail
tentang partisipasi politik masyarakat dalam
pemilihan bupati dan wakil bupati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam
Kondisi Bencana Non Alam COVID-19

Demokrasi sebagai aspek penting
berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi
kekuasaan yang terdapat dal am suatu sistem politik
negara. Artinya, akan terdapat sistem politik
nasional yang didalamnya terdapat sub sistem
politik daerah dalam bingkai sistem negara yang
dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan
berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan
demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan
demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini
demokrasi lokal ditujukan sebagal bagian utuh dari
demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan
rekrutmen €lit politik di pemerintahan daerah.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari
subsistem politik suatu negara yang derajat
pengaruhnya beradadalam koridor pemerintahan
daerah. Di Indonesia Demokrasi lokal merupakan
subsistem dari demokrasi yang memberikan
peluang bagi pemerintahan daerah dalam
mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan
daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Dari sisi kedaulatan rakyat daerah,
demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi
yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam
pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya.
Selamaini rakyat daerah memberikan kedaulatan
hanya pada legidlatif daerah saja-melalui pemilu
legislatif. Maka merujuk pada konsep trias
politica-nya Montesquieu pemisahan kekuasaan
atas tiga lembaga negara untuk konteks
pemerintahan daerah terletak pada lembaga
eksekutif dan legidatif daerah, sedangkan dalam
kerangka yudikatif menginduk pada kelembagan
pusat. Hal ini terkait dengan pola hubungan
pemerintahan pusat daerah dalam asas
desentralisasi. Kedaulatan rakyat dalam kerangka
sistemn pemerintahan dapat dibagi kedalam hirarkhi
demokrasi nasional dan lokal dari tata cara
rekrutmen politiknya.

Ketidakpercayaan rakyat dan era
reformasi mendorong adanya pilkadalangsung. Hal
ini tidak langsung berkatan dengan baik atau
tidaknya demokrasi, karena di negara lain uga
terdapat variasi pelaksanaan demokrasi baik yang
langsung, perwakilan bahkan dengan appointment.
Dergjat kepentingannyaadal ah terpilihnyapejabata
politik yang akuntabel sesuai dengan needs for
achievment rakyatnya.
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Salah satu faktor pendukung Pilkada
adalah tingkat partispasi masyarakat, jumlah
partisipasi yang banyak akan menunjukkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnyaPilkada.
Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi
masyarakat rendah tidak dapat membatal kan hasil
Pilkada, namun hal ini dapat menunjukkan
kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan
dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.

Partisipasi yang lemah berakibat pada
sebuah realitas politik yang kini menggejala di
permukaan dan terkait dengan eraotonomi daerah
yaitu terjadinya kesenjangan politik antara
masyarakat sipil dengan lembagakekuasaan |okal,
diman. faktor pelaksana kekuasaan lokal sering
mel akukan langkah pengambil an dan pel aksanaan
kebijakan politik yang tidak selaras dengan aspiras
kolektif masyarakat sipil.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu
kabupaten yang ikut melaksanakan pilkada yaitu
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun
2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa
serangkaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sintang Tahun 2020 mulai dari tahapan
persiapan seperti perencanaan program dan
anggaran; penyusunan peraturan penyel enggaraan
pemilihan; perencanaan penyel enggaraan meliputi
penetapan tata cara dan dan jadwal pelaksanaan
pemilihan; pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk
potensial pemilih. Sertatahapan penyelenggaraan
yang meliputi pendaftaran bakal calon; uji publik;
pengumuman pendaftaran calon; pendaftaran calon;
penelitian persaratan calon; penetapan calon;
pel aksanaan kompanye; pel aksanaan pemungutan
suara; perhitungan suara dan rekapitul asi
perhitungan suara; dan penetapan calon terpilih.
Serangkai an tahapan persiapan dan penyenggaraan
berjalan dengan baik sesuai dengan yang
direncanakan.

Pemilihan Bupati danWakil Bupati Sintang
pada tahun 2020 di ikuti 3 pasangan calon yaitu
calon nomor urut 1: dr. H. Jarot Winarno,
M.Med.PH. dan Sudiyanto, S.H.; calon nomor urut
2: Drs. Askiman, M.M dan Drs. Hatta, M.Si.; calon
nomur urut 3: Yohanes Rumpak, S.Pd.M.M dan
Syarifuddin, M.M. Pasangan calon Pemilihan
Bupati dan wakil Bupati Sintang tahun 2020
semuanya berasal dari usulan gabungan partai
politik dan tidak ada pasangan melalui jalur
perorangan (independen). Pel aksanaan pemungutan
suara dilaksanakan serempak di 14 Kecamatan di

Kabupaten Sintang padatanggal 9 Desember 2020
dan pasangan calon nomor urut 1: dr. H. Jarot
Winarno, M.Med.P.H. dan Sudiyanto, S.H.
memperoleh suara terbanyak sebesar 144.529
suara.

Penyelenggaraan pemungutan suaradalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
dilakukan dengan menerapkan protocol kesehatan
pencegahan dan pengendalian Carona Virus
Disease 2019 sebagai berikut: 1) anggota KPPS
dan petugas ketertiban TPS menggunakan alat
pelindung diri berupa masker, sarung tangan,
pelindung wajah (face shield); 2) pemilih yang hadir
menggunakan masker; 3) KPPS menyediakan
sarung tangan untuk digunakan oleh pemilih; 4)
saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS
menggunakan masker dan sarung tangan; 5) menjaga
jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semuapihak
yang terlibat; 6) tidak melakukan jabat tangan dan
kontak fisk lainnya; 7) menyediakan saranasanitas
yang memadai meliputi fasilitascuci tangan dengan
air yang mengalir dan sabun serta disinfektan; 8)
mengatur pembatasan jumlah pemilih yang
memasuki TPS; 9. wajib menggunakan alat tulis
masing-masing; 10) melakukan rapit tes dan
pemeriksaan kesehatan kepada anggota K PPS; dan
11) melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh
anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, pemilih,
saksi, dan pengawas TPS yang hadir di TPS.

Proses pemberian suara pada pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sintang dilakukan dengan
menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Carona Virus Disease 2019 sebagai
berikut; 1). pemilih menggunakan sarung tangan
untuk mencoblos dengan paku yang sudah
disediakan; 2) anggota K PPS mel akukan sterilisas
paku secaraberkaladengan disinfektan; 3) pemilih
yang telah selesai memberikan suara membuang
sarung tangan padatempat pembuangan yang telah
disediakan di TPS; 4) pemilih yang telah
memberikan suaranya diberikan tanda khusus
berupa tinta yang diteteskan kesalah satu jari
pemilih; 5) pemilih yang telah selesai memberikan
suara segera meninggalkan area TPS dan tidak
berkerumun di lingkungan TPS.

Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3U
(tiga puluh tujuh koma tiga dergjat) celcius atau
lebih, dilakukan hal-hal sebagai berikut: &) pemilih
yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang
disediakan di luar TPS; b) pemilih yang
bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan
oleh anggota KPPS; c) pemilih menerima surat
suara dan sarung tangan dari anggota KPPS; d)
pemilih memberikan hak pilihnya dengan
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didampingi orang lain yang dipercayapemilih atau
dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir
pernyataan pendamping pemilih; €) pemberian
suaradilakukan di bilik suarayang tetap menjamin
pemberian suara berlangsung sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan; dan f) setelah
memberikan suara, pemilih diberikan tandaberupa
tintadi salah satu jari pemilih.

Partisipasi Politik M asyar akat

Pestademokrasi, apapun bentuknya, tentu
berangkat dari spektrum demokrasi. Pestaini selalu
diawali dengan niatan hendak memenunhi tuntutan
demokrasi. Pesta ini dijalankan berdasarkan
proses-proses dan nilai-nilai demokrasi. Pestaini
jugadiharapkan bisamelahirkan sebuah hasil yang
sejalan dan sesuai dengan kriteria demokrasi.
Dengan demikian pemilukades, pemilukada,
pilpres dan pemilu legislatif adalah pesta-pesta
yang dijalankan untuk dan atas demokrasi.

Semuanya hanyamerupakan saranahanya
menuju demokrasi dan bukanlah sekedar bertujuan
untuk memilih dan melegimitasi pemimpin dan
wakil-wakilnya. Lebih dari itu, untuk
mengupayakan bagaimana agar nilai-nilai
demokrasi dapat tumbuh subur dan berkontribusi
positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketikatelah lahir kepuasan bersamayang
didukung suaramayoritas dan diasumsi kan sebagai
keputusan terbaik, maka menjadi kewajiban bagi
setiap individu yang berbeda pendapat dan sikap
itu untuk menghargai dan mendukung keputusan
tersebut.

Pilkada langsung yang akan
diselenggrakan tahun 2020 ini, tidak akan terlepas
dari pentingnyapartisipas politik rakyat. Kaaupun
tidak adabatasan yang jelasbahwajumlah pemilih
yang menggunakan haknya secara sah sebagai
indikator keberhasilan pemilu tersebut, namun kita
bisa melihat derajat partispasi politik sebagai
respon atas pentingnyarekrutmen politik elit daerah.

Banyak batasan yang diberikan oleh ahli-
ahli politik dalam literatur-literaturnya. Salah satu
definis Partisipasi politik yang berkaitan dengan
pilkadalangsung ini dapat dilihat dari pendapatnya
Miriam Budiardjo (1994) yang menayatakan bahwa
“Kegiatan individu atau kelompok secara aktif
da amkehidupan politik , memilih pimpinan negara
dan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan
publik” sebagai batasan dari partisipasi politik.

Hal senada juga diungkapakan oleh Herbert
McClosky yang dikutip oleh Budiardjo (1994) yang
berkaitan dengan sifat sukarela dan proses
pemilihan penguasa.

Keterlibatan secara sukarela dalam
pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan
indikator positif atau negatifnya rakyat daerah
sebagai wargayang mempunyai hak politik sebagai
voter. Tentu sgjarakyat sebagal waraganegaraagar
dapat berperan aktif dalam partisipasi politik perlu
terpaan pendidikan politik dari berbagai agennya.
Tanpaterpaan itu maka sukar untuk mendapatkan
kadar partispasi politik yang baik dalam kerangka
demokrasi.

Bentuk partispasi politik rakyat daerah
dalam pemilihan bupati danwakil Bupati langsung
ini dapat dilihat dari berbagai bentuknya, mulai
dari sebagai orang atau kelompok yang apolitis,
pengamat, maupun partisipan Seperti pada dua
pemilu yang lalu makaakan ada prosentasi rakyat
yang apolitisdalam arti merekayang termasuk tak
acuh dalam kegiatan dan proses politik. Sementara
bentuk pengamat merupakan porsi yang paling
banyak, yaitu mereka yang melakukan pengaruh
dalam proses politik sebatas sebagai anggota
organsisasi, hadir dalam kampanye, dan voter.
Sementara dalam bentuk partisipan, diantaranya
rakyat terlibat sebagai aktivis partai, dan kelompok
kepentingan. Sebagai aktivis, pertisipasi politik
rakyat sudah mengarah pada derajat menduduki
jabatan-jabatan organisasi/ politik.

Sifat sukareladan terlibat dalam rekrutmen
politik serta mempengaruhi kebijakan publik
merupakan warna proses politik yang dapat
digambarkan dalam pemilu legisitaif dan pemilu
presiden secara langsung pada tahun 2019 yang
l[alu. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman praktis
rakyat dalam pemilu langsung tadi. Dengan tata
caradan tahapan yang rel atif samadengan pemilu
presiden diperkirakan partisipasi politiknya juga
tidak jauh berbeda. Namun demikian untuk
menghindari antiklimaks dari partisipasi politik
masyarakat maka perlu media sosialisasi politik
termasuk di dalamnya pendidikan politik yang
memadai sehingga rakyat daerah akan merespon
dalambentuk pertisipas politik yang memadai baik
dari sudut pandang kualitas mapun kuantitasnya.

Partisipasi masyarakat K abupaten Sintang
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
tahun 2020 dapat terlihat dari daftar pemilih yang
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terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebesar 289.554
dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar
238.843 (82,49%), sehingga 50.711 (17,51%)
pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Apabiladilihat dari data pemilih, jumlah pemilih
adal ah sebesar 293.942 dan yang menggunakan hak
pilih sebesar 243.231 (82,75%), sehingga 50,711
(17,25%) pemilih yang tidak menggunakan hak
pilihnya.

Partisipasi politik masyarakat dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun
2020 meningkat dari Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati PadaTahun 2015 sebesar 75,42 % menjadi
82,75% dan mel ebihi target secaranasional sebesar
77,5% dengan kodisi pemilihan kepala daerah
serantak lanjutan dalam kondisi BencanaNonAlam
CaronaVirus Disease 2019 (COVID 19).

Dari hasil temuan penelitian faktor-faktor
yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
pada tahun 2020 adalah (1). Faktor Perangsang
Politik (2). Faktor Karakteristik Pribadi (3). Faktor
Karakteristik Sosial (4). Faktor Keadaan Politik.
Pelaksanaan Partisipasi politik masyarakat tentu
saja tidak berlangsung tanpa adanya faktor — faktor
pendukung, tentu saja banyak hal yang sangat
mempengaruhi pelaksanaan partisipasi politik
masyarakat.

Peran partai politik sebagai penyandang
fungsi sosialisasi, pendidikan, partisipasi dan
rekrutmen politik merupakan media yang sangat
efektif dalam memicu partisipasi politik rakyat
daerah. Disampingitu, peran KPU kabupaten dalam
sosialisasi tahapan pilkada langsung juga
berpengaruh padatingkat partisipasi politik dalam
pemilihan bupati dan wakil bupati langsung ini.
Terpaan pendidikan politik dari berbagal agenda
dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang
dilakukan dengan baik akan berdampak pada
kontribusi partisipasi politik yang baik pula. Peran
partai politik yang mel akukan penjaringan pasangan
calon dengan obyektif dan sesuai dengan kebutuhan
rakyat dalam menentukan pempinan politik daerah,

akan menarik minat rakyat daerah untuk berperan
serta

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah
dikemukakan diatas, maka penelitian ini dapat
dismpulkan Pelaksanaan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sudah sesuai dan
mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020, dirubah dengan Peraturan
Komosi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020
dan Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pel aksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi
Bencana Non Alam Carona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Partisipasi politik masyarakat dalam
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Sintang Tahun 2020 sebesar 82,75% hal ini
menandakan semakin baiknya partisipasi politik
masyarakat dalam proses demokrasi di Kabupaten
Sintang. Faktor-Faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 adalah
perangsang politik, karakteristik pribadi,
karekteristik sosial dan keadaan politik.

Diharapkan pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah memberikan ransangan atau
stimulus baik dana, kelembagaan, pelatihan, dan
sosialisasi tentang pentingnya partisipasi politik
masyarakat terutama pemilih pemula, sehingga
masyarakat tidak menjadi malas dan ragu ragu
dalam menggunakan hak politiknya. Perlu adanya
kerjasama yang baik antara pemerintah daerah,
penyelenggara pemilu, partai politik untuk
melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat
menumbuhkan partisipasi politik masyarakat.
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